
Menimbang

SALIIIAN

BUPATI KEDIRI
PROVIilSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kediri, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan yang proposional, efektif
dan efrsien sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, perlu

dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, uraian
tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan Kabupaten Kediri;

c. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri perlu disesuaikan dengan kebutuhan
dinamika dan perkembangan Pemerintah Kabupaten Kediri

sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peratrrran Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri;
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Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun f95O Nomor 41),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (t,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan

Peratrrran Perundang-undangan (Lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OI9 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183,

Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a9a\
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan

Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tatnbahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;
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6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahr:r:^ 2OI9 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6aO2l;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 60371 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ot7

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a771;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlT

Nomor 73, Tambahan [rmbaran Negara Repubtik Indonesia

Nomor 6Oa1);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2ol4 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan presiden

Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2l Nomor 136);
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Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2t tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan

Fungsional;

t2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2T tentang

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah

untuk Penyederhanaan Birokrasi;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2016 Nomor 5, Tambahan [,embaru!.n Daerah Kabupaten Kediri

Nomor A7l;

MEilTUTUSKAIIT :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN

KEDIzu.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri
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3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.

5. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang selanjutnya

disebut DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan Kabupaten Kediri.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah

unsur pelaksana tugas teknis pada DKPP.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai

Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok

dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai

tujuan organisasi-

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) DKPP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

daerah di bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan

daerah di bidang peternakan.

(21 DKPP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

(3) DKPP ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan dan

peternakan.

(4) DKPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) menyelen fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan

dan peternakan;

b. penJrusunan perencanaan program dan anggaran di bidang

keta.hanan pangan dan peternakan;
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c. pelaksanaan di bidang ketahanan pangan dan peternakan;

d. pen1rusuna.n tr)erencanaarl, pengoordinasian dan

sinkronisasi dan pemantauan kebijakan pangan;

e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang

ketahanan pangan dan peternakan;

f. pembinaan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan

dan peternakan;

g. pembinaan UPT;

h. pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan dan

peternakan daerah Kabupaten;

i. penJrusunan dan perumusan laporan kinerja secara

periodik kepada Bupati; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi DKPP terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

c. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan;

d. Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan;

e. Bidang Peternakan;

f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet;

g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 4

Bagan Organisasi DKPP tercantum dalam L,ampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

men5rusun kebijakan, mengoordinasikan bidang-bidang,

membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi

rlmlrm, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan,

kerumahtanggaan dan kelembagaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunan rancangan kebijakan dinas;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan

UPT;

c. pen5rusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem

informasi, data dan statistik, pemantaman dan evaluasi

kegiatan dinas;

d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian

administrasi Llmum, keuangan, sarana prasarana,

ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;

e. pengoordinasian pen5rusunurn rancangan peraturan

perundang-undangan bidang ketahanan pangan dan

peternakan;

f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat men5rurat,

kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan

perpustakaan;

g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;

h. pengoordinasian pen5rusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) kegiatan dinas;

i. pen5rusunan profil dinas; dan

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.
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Pasal 6

Kepala Sub Bagran Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan urusan surat men5rurat, pelaksanaan kearsipan dan

ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan,

pengelolaan aset, penyelengg€rraan urusan perpustakaan, informasi

dan dokumenta.si, serta pengelolaan urusan administrasi

kepegawaiuur, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja

Pegawai Aparatur Sipif Negara.

Bagran Kedua

Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan

Pasal 7

(1) Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,

identifikasi dan merumuskan dalam hal ketersediaan,

distribusi, dan kerawanan pangan.

(21 Untuk melaksanakan tugas ssbagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan

Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, cadangan,

distribusi, akses pangan, statistik dan informasi pangan

serta kerawanan pangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, cadangan,

distribusi, akses pangan, statistik dan informasi pangan

serta kerawanan pangan;

c. pelaksanaan koordinasi identifikasi, analisis, pembinaan

dan pelaporan ketersediaan dan cadangan pangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan

pengembzrngzrn cadangan pangan kabupaten;

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan serta monitoring

kelembagaan pangan masyarakat di bidang ketersediaan,

cadangan, distribusi dan akses pangan;

f. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur
pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor

sesuai kewenangan daerah;
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g. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan dan penyaluran

pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan

daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga

pangan;

h. pelaksanaurn pemantaman harga pangan dan akses pangan

masyarakat serta analisis harga minimum daerah untuk
pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat

maupLrn provinsi;

i. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengembangan

sistem statistik pangan kabupaten;

j. pelaksanaan koordinasi pengumpulan, pengolahan,

analisis, penyimpanan dan penyajian data dan informasi

pangan kabupaten;

k. pelaksanaan pen)rusunan peta kerentanan dan ketahanan

pangarl;

l. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penanganan

kerawanan pangan serta pengelolaan dan penyaluran

cadangan pangan pada kerawanan pangan;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

ketersediaan, distribusi, akses pangan, statistik dan

informasi pangan serta kerawanan pangan; dan

n. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang

Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan.

Bagian Ketiga

Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamarlan Pangan

Pasal 8

(1) Kepala Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

dinas dalam melaksanakan koordinasi, identifikasi, analisis dan

penyelenggaraan bimbingan dan pengkajian terhadap konsumsi,

penganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, mutu

dan keamarran pangan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan

menyelenggarakan fungsi :
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a. perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi,

penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan

lokal, mutu dan keamanan pangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi,

penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan

lokal, mlltu, gjzt darr keamanan pangan;

c. pelaksanaan kcordinasi, identifikasi, analisis dan

penyelenggaraan bimbingan dan pengkajian di bidang

konsumsi, penganekaragaman pangan dan pengembangan

pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan;

d. pelaksanaan identifikasi potensi sumber daya dan produksi

pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi identifikasi, analisis dan

pengembangan konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai

dengan angka kecukupm gzi;

f. pelaksanaan pembinaan pengembangan

penganekaragaman pangan lokal;

g. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan

penganekaragaman pangan pokok masyarakat;

h. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan masalah

pangan sebagai akibatnya menurunnya mutu, glzi dan

keamanan pangan;

i. pelaksanaan analisis dan pembinaan peningkatan mutu,

gizi dan keamanan konsumsi masyarakat;

j. pelaksanaan analisis dan pembinaan peningkatan mutu,

g;rzi dar: keamanan produk pangan masyarakat;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan

pangan segar;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

konsumsi, penganekaragaman pangan dan pengembangan

pangan lokal, mutu, gj darr keamanan pangan; dan

m. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang

Konsumsi, Mutu dan Keama.nan Pangan.
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Bagran Keempat

Bidang Peternakan

Pasal 9

(1) Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan

urusan dalam bidang produksi dan agribisnis peternakan,

penyebaran dan pengembangan kawasan serta pengembangan

teknologi peternakan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan perencanaan di bidang peternakan;

b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang produksi,

agribisnis, perbibitan dan teknologi peternakan;

c. pelaksanaan bimbingan teknis usaha pengembangan dan

penyebaran bibit ternak dan ternak;

d. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan peredaran,

penggunaan dan pembuatan pakan ternak;

e. pelaksanaan birnbingan dan pengawasan produksi,

peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin

peternakan;

f. pelaksanaan perz;inan/ rekomendasi perizinan usaha

peternakan;

g. pelaksanaan penetapan lokasi penyebaran dan

pengembangan ternak;

h. pelaksanaan bimbingan penerapan standart-standart

teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga

kerja, mutu dan metode;

i. pelaksanaan produksi/ pengadaan dan pengawasan semen

beku serta pelaksanaan inseminasi buatan oleh petugas

maupun masyarakat;

j. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan dan penyebaran

teknologi reproduksi dan pengolahan hasil peternakan;

k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasarna dengan lembaga-

lembaga terkait teknologi reproduksi dan pengolahan hasil

peternakan;
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1. pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi permodalan,

pemasaran dan promosi usaha peternakan;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang

Peternakan; dan

n. pelaksanaan administrasi dan tata, usaha Bidang

Peternakan.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Pasal 1O

(1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam

melaksanakan Llrusan di bidang kesehatan hewan, kesehatan

masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan perumusan, perenc€rnaan dan pengelolaan

pembangunan di bidang kesehatan hewan dan kesmavet;

b. pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan

hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan

hewan;

c. pelaksanaan penyidikan dan pengamatan epidemologi

penyakit hewan serta pemetaan penyakit hewan;

d. pelaksanaan pemantrran, pengawasan, pencegahan dan

pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis;

e. pelaksanaan pengawasan dan peningkatan pelayanan

kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan

kesejatrteraan hewan;

f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pembuatan,

pemakaian dan peredaran mutu obat hewan dan vaksin;

g. pelaksanaan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada

lembaga mampu.n perorangan yang mendapat izin

konservasi satwa liar;

h. pelaksanaan Pemberian Surat Keterangan Kesehatan

Hewan dan Produk Hewan;
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i. pelaksanaan bimbingan, pengawasan, rekomendasi dan

penerbitan tzrn rumah sakit hewan/pasar hewan,

laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat

veteriner, usaha pelayanan kesehatan hewan (dokter hewan

mandiri, klinik hewan dan rumah sakit hewan), kesehatan

masyarakat veteriner Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah

Potong Unggas (RPU), dan perusahaan susu serta obat

hewan (toko, depo, pengecer obat hewan, poultry shop dan

pet shop);

j. pelaksanaan pemberian bahan masukan kepada Bupati

sebagai dasar untuk melaksanakan penutupan atau

pembukaan wilayah yang terkena wabah penyakit hewan

menular;

k. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas

hewan dan kesehatan masyarakar veteriner serta produk

hewan dari dan keluar Kabupaten;

1. pelaksanaan bimbingan teknis managemen kesehatan

hewan;

m. pelaksanaa.n monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang

Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan

n. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang

Kesehatan Hewan dan Kesmavet.

Pasal 11

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan

Keputusan Kepala Dinas.

(1)

(2)

BAB IV

UPT

Pasal 12

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional DKPP.

UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.
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Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;

b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 14

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian T\rgas dan

Fungsi UPT ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 15

(1) UPT DKPP terdiri dari UPT Puskeswan yang terbagi menjadi 4

(empat) satuan pelaksana Puskeswarl, yaitu Puskeswan Kandat,

Puskeswan Purwoasri, Puskeswan Pare, dan Puskeswan

Tarokan;

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh seorang

Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

BAB V

KEI,OMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbag dalam berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh

Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dan

dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup

bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggr pratama

masing-masing.
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(5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

melaksanakan tugas membantu Sekretaris dan/atau Kepala

Bidang dalam perr5rusunan rencana, pelaksanaan dan

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada

satu kelompok sub-substansi pada masing-masing

pengelompokan uraian fungsi.

(6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

(71 Ketentrran mengenai pembagian tugas sub-koordinator

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas,

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan

Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-

masing maupun antarsatrran organisasi di lingkungan

pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah

sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(21 Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya

masing-masing dan bila terjadi penyirnpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing

dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi

petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-

masing serta meny€rmpaikan laporan berkala tepat waktu.
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(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi

dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

pen5rusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,

tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi

lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 18

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai

Aparatur Sipil Negara yang mememrhi syarat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan

Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri (Berita Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.
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Pasal 2O

Peraturan ini mulai berlaku pada tanegal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggallO-6-2022

BT'PATI KEDIRI,

TIANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
padatanggallO-6-2022
SEKRETARIS DAERAII I(ABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHI'N 2fy22 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. KEPALA HUKUM

Penata Tingkat I
NrP. 1966tt25 198903 1 010

ttd
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DINAS KETAHANAN DAN PETERNAKAN
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ttd
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